
 

 
 

BUPATI BUTON SELATAN 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN 
NOMOR :   24   TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH                                       

KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON SELATAN, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2020 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 

2019, dipandang perlu menyusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton 

Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 

12. Peraturan Daerah Nomor …. Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2019; 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019 
 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Tahun Anggaran Tahun 2019, terdiri atas : 

1. Pendapatan   

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.      14.985.034.947,00 

b. Pendapatan Transfer Rp.    564.300.992.490,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp.      38.549.482.000,00 

Jumlah Pendapatan   Rp. 617.835.509.437,00 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.  155.413.778.684,00 

2) Belanja Bunga Rp.   0,00 

3) Belanja Subsidi Rp.                         0,00 

4) Belanja Hibah Rp.      3.013.750.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.           50.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Pajak Rp.                         0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.         448.149.250,00 

8) Belanja Tak Terduga Rp.     169.598.986,00 

Jumlah Belanja  Rp. 158.095.276.920,00  

 



b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.    25.940.326.990,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.   161.852.259.587,00 

3) Belanja Modal Rp.   157.308.748.819,00 

  Rp. 345.101.335.396,00 

c. Belanja Transfer Bantuan Keuangan 

1) Transfer Bantua Keuangan  ke Desa Rp.   98.511.299,700,00 

2) Transfer Bantua Keuangan  ke Kelurahan Rp.                        0,00 

3) Transfer Bantua Keuangan  Lainnya Rp.                        0,00       

Jumlah Belanja  Rp.   98.511.299,700,00  

Surplus / Devisit Rp.   15.127.597.421,00 

3. Pembiayaaan Daerah  

a. Penerimaan Rp.  50.581.517.029,40 

b.  Penerimaan Rp.  17.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.   33.381.708.533,40 

      SiLPA tahun berkenan Rp.   48.709.305.954,40  
 

Pasal   2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirincikan lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Buton Selatan. 

Ditetapkan di  Batauga 

pada tanggal   25 September 2020 
 

BUPATI BUTON SELATAN, 
 

 

 
 

 
     LA ODE ARUSANI 

Diundangkan di Batauga  
pada Tanggal   25 September  2020 

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 

 

 
 

 
LA SIAMBO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 24 


